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ABSTRAK 

 

PT. PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan listrik milik negara yang telah banyak 

memberikan kontribusi yang besar dalam memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat, 

karena sebagian besar kebutuhan masyarakat sangat bergantung dari energi listrik. Maka tidak 

dapat dipungkiri bahwa energi listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peraturan yang 

materinya melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha listrik yaitu Undang-

Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Pasal 1 ayat (10) UU 

Ketenagalistrikan ini, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan pihak PT. 

PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 

(SPJBTL). Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk 

membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan 

ketenagalistrikan. Namun apabila diperhatikan dalam kenyataannya masih ada konsumen PT. 

PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta yang tidak menerima pelayanan listrik secara 

semestinya. Kendala yang masih banyak dihadapi di bidang listrik yang merugikan konsumen 

antara lain informasi pemadaman listrik PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta yang 

kurang diketahui maupun dipahami oleh konsumen. Pemadaman listrik di area Kota 

Yogyakarta menimbulkan kerugian bagi konsumen berupa kerugian materiil maupun 

imateriil.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang penyusun 

lakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

kepada narasumber dan kuisioner yang dibagikan kepada pelanggan PT. PLN (Persero) Area 

Kota Yogyakarta. Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan adalah 

mengolah data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian 

dilakukan pembahasan dan ditemukan kesimpulan. 

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan PT. PLN 

(Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen dalam pelaksanaan pemadaman listrik 

telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Ketenagalistrikan dan standar 

operasional prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengumuman juga telah di informasikan sebelum pemadaman 

melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Akan tetapi dari pihak konsumen kurang 

berperan aktif untuk mendapatkan hak dan kewajibannya karena tingkat pengetahuan 

konsumen masih rendah. Apabila ada keluhan pemadaman listrik konsumen juga kurang 

memanfaatkan sarana informasi yang disediakan guna memperoleh informasi yang benar dan 

jelas. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang merasa dirugikan yaitu memilih 

langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta. 

Selain itu, juga dapat menyampaikan ke Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), tetapi 

konsumen belum pernah melakukan upaya hukum tersebut. Apabila terjadi permasalahan 

antara konsumen dengan pihak PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta, akan diselesaikan 

secara damai sebelum permasalahan sampai ke meja pengadilan serta berusaha untuk 

memenuhi kepuasan pelayanan konsumen.  

 

Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, undang-undang, ketenagalistrikan.    
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MOTTO 

 

 

Tidak ada hidup yang bersih dari hambatan.  

Mengatasi hambatan itulah yang membuat kita disebut berhasil. 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  

(QS: Al-Insyirah ayat 6) 

 

 

Jika ingin mengubah hidupmu, harus segera melakukannya, 

bukan menunggu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis penggunaan barang 

bersumber pada arus listrik. Energi listrik merupakan salah satu pendukung 

strategis yang mempunyai peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat, karena tanpa listrik aktivitas sehari-hari dan roda pemerintahan tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan sebagian besar 

kebutuhan masyarakat sangat bergantung dari energi listrik. Maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa energi listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, penyediaan 

energi listrik di Indonesia sampai dengan saat ini masih dikelola oleh Badan 

Usaha Milik Negara ( BUMN) yaitu PT. PLN (Persero). Suatu perusahaan listrik 

milik negara ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam memasok 

kebutuhan listrik untuk masyarakat. Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memperbaiki kinerja, maka PT. PLN (Persero) menerapkan program Good 

Corporate Governance (GCG) sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan 

Mentri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) pada BUMN.
1
 Program tersebut tidak hanya 

sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam 

                                                           
1
 http://www.pln.co.id/?p=6498, diakses pada tanggal 18 September 2015 pukul 11.40 

WIB.  

http://www.pln.co.id/?p=6498
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menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan 

usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya 

agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. 

Di Indonesia, perusahaan listrik PT. PLN (Persero) sudah lama ada dan 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan energi listrik. Perusahaan 

tersebut mempunyai program unggulan yaitu program listrik pasca bayar dan 

listrik prabayar (listrik pintar) dan dapat dinikmati masyarakat di seluruh 

Indonesia. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa penyedia listrik, maka PT. PLN 

(Persero) harus memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan 

tidak diskriminatif. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga harus memperhatikan hak-

hak konsumen agar dapat tercipta kerjasama yang baik antara konsumen dan 

pelaku usaha, mengingat konsumen tidak secara langsung memiliki hubungan 

hukum dengan pelaku usaha. Dengan terbentuknya Undangundang No. 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan untuk menjadi 

landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui 

pembinaan dan pendidikan konsumen.  

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk 

mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan 

konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan 
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barang dan/atau jasa yang berkualitas.
2
 Adanya Undang-undang Perlindungan 

Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional 

yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan 

perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia 

seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu 

dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara UUD RI 1945. Selain itu, dalam 

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) 

juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen seperti dalam 

Buku III, Bab III yang dimulai dari Pasal 1365.
3
 

Peraturan mengenai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari 

hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Telah ada beberapa 

undangundang lain yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti 

peraturan untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha listrik yaitu Undang-

Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Pasal 1 ayat (10) 

UU Ketenagalistrikan ini, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik 

dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat 

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).
4
 Dalam perjanjian tersebut 

pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan 

berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. 

                                                           
2
 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 
3
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 2008), hlm. 346. 

 
4
 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.  
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PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan 

ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik sehingga PT. PLN (Persero) berhak 

menerima pembayaran berupa sejumlah uang dari pengguna jasa listrik. 

Konsumen merupakan pengguna jasa listrik yang harus dilindungi, mengingat 

banyaknya konsumen yang masih merasa dirugikan.  

Peristiwa hukum yang dialami konsumen berkaitan dengan pemadaman 

listrik adalah kasus kerugian pelanggan listrik dikalangan rumah tangga dan 

bisnis. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Dewi adalah ibu ASI yang 

merasakan kerugian akibat pemadaman listrik karena ASI yang disimpan di dalam 

lemari pendingin dapat basi sehingga tidak baik jika diberikan kepada anak yang 

masih balita. Selain itu, kerugian juga dirasakan dikalangan bisnis foto copy dan 

laundry karena aktifitas bisnis maupun karyawan akan berhenti akibat adanya 

pemadaman listrik.  

Adanya kasus pemadaman listrik tersebut, menurut lembaga non-

pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan 

menangani perlindungan konsumen di wilayah Yogyakarta yaitu Lembaga 

Konsumen Yogyakarta (LKY), masyarakat masih sering menganggap bahwa 

pemadaman yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta sebagai 

sebuah kewajaran sehingga cenderung menerimanya begitu saja.  

Kerugian dari pihak konsumen mengakibatkan adanya wanprestasi karena 

tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila ada tuntutan dari 

konsumen maka pihak pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 
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atas penggunaan tenaga listrik. Pemberian ganti rugi atau kompensasi adalah hak 

dari masyarakat yang menjadi pelanggan sehingga dapat diperhitungkan. Namun 

selama ini, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga 

konsumen hanya sebatas lisan saja. Selain mendapatkan ganti rugi, masyarakat 

juga berhak mendapatkan informasi terkait rencana PT. PLN (Persero) dalam 

pelaksanaan pemadaman listrik.
5
 Hal tersebut menggambarkan kondisi dari 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha 

dalam bisnis pelayanan listrik kepada konsumennya. Mengingat listrik sangatlah 

berguna untuk menunjang aktifitas manusia, maka pelaksanaan pelayanan untuk 

memenuhi hak-hak konsumen merupakan hal yang utama yang harus dilakukan.  

Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan masalah yang lebih 

mengerucut yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang 

benar, jelas dan jujur dan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti 

rugi dan atau penggantian, apabila barang dan ata jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya oleh PT. PLN (Persero) Area 

Kota Yogyakarta. Dari permasalahan tersebut penulis mengangkat tema ini 

dengan judul skripsi:  

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PEMADAMAN 

LISTRIK DI AREA KOTA YOGYAKARTA”. 

 

  

                                                           
5
 http://www.antaranews.com/berita/217844/pln-mana-kompensasi-pemadaman-listrik, 

diakses pada tanggal 19 September 2015 pukul 11.35 WIB.  

http://www.antaranews.com/berita/217844/pln-mana-kompensasi-pemadaman-listrik
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, 

maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta dalam 

pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai UU no. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan UU no. 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan? 

2. Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan 

adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah UU no. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU no. 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan.  

2. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat 

adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoretik 
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Untuk menambah pemahaman baru tentang pentingnya 

perlindungan konsumen serta memberikan sumbangan pemikiran 

keilmuan di bidang hukum keperdataan khusunya di bidang 

perlindungan konsumen bagi pengguna listrik. 

3. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pelaku Usaha 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak PT. PLN 

(Persero) dalam meningkatkan mutu dan kinerjanya dalam 

melayani konsumen. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

mengenai pemadaman listrik dan perlindungan hukumnya.  

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa literatur hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismerisa Mahasiwa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
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(Survey Pada Pelanggan Listrik Pintar PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta)”
6
 

membahas mengenai tolak ukur kualitas pelayanan listrik pintar terhadap 

kepuasan pelanggan PT. PLN (Persero) area Yogyakarta dapat diukur dengan 5 

(lima) dimensi yaitu indicator bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) dan emapti (emphaty) yang 

terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih menitik beratkaan pada pelayanan PT 

PLN (Persero) area Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak konsumen dan 

perlindungan hukum sesuai dengan UU no. 8 tahun 1999. 

Skripsi yang ditulis oleh Septian Adi Chandra Mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman 

Listrik Dalam Rangka Pemeliharan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon 

Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)”
7
, dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa kesesuaian standar operasional prosedur perencanaan 

pemadaman listrik terhadap pelaksanaan pemadaman listrik karena pemeliharaan 

jaringan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus secara administratif telah sesuai 

dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti 

lebih menitik beratkaan pada pelayanan PT. PLN (Persero) area Kota Yogyakarta 

                                                           
6
 Ismerisa, Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Survey pada Pelanggan 

Listrik Pintar PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta, Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

 
7
  Septian Adi Chandra, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman LIstrik Dalam 

Rangka Pemeliharaan Jaringan OLeh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada 

Konsumen Tidak Terinformasi), Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, 2013. 
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dalam memenuhi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum sesuai dengan UU 

no. 8 tahun 1999.  

Skripsi yang ditulis oleh Liza Fauzia, mahasiswa Universitas Sumatera 

Utara dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. 

PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan”
8
, dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang timbul dari PT. PLN, antara 

lain luasnya jaungkauan pelayanan umum PLN, akibat kerusakan instalasi 

jaringan penyaluran listrik kepada pelanggan, akibat defisit daya yang dikirimkan 

oleh pembangkit listrik kepada PLN untuk didistribusikan. Banyaknya 

pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh PLN, konsumen 

berhak menuntut kompensasi terhadap PLN dan dapat mengajukan gugatan 

apabila benar-benar dirugikan. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih menitik 

beratkaan pada pelayanan PT. PLN (Persero) area Kota Yogyakarta dalam 

memenuhi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum sesuai dengan UU no. 8 

tahun 1999. 

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Untari Rahayu Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Strategi Humas Dalam Menjalin Customer Relations 

Dan Menangani Keluhan Pelanggan (Studi Deskriptif Kualitatif pada PT. 

Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta)”
9
, 

                                                           
8
 Liza Fauzia, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan, Skripsi, tidak diertibkan, Universitas Sumatera Utara, 

2008.   

 
9
  Dwi Untari Rahayu, Strategi Humas Dalam Menjalin Customer Relations Dan 

Menangani Keluhan Pelanggan (Studi Deskriptif Kualitatif pada PT. Perusahaan LIstrik Negara 
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membahas mengenai strategi yang digunakan humas PT. PLN (Persero) APJ 

Yogyakarta dalam menangani keluhan pelanggan yang memegang teguh prinsip-

prinsip yaitu komunikasi harus jujur untuk memperoleh kredibilitas, komunikasi 

dua arah yang terus menerus untuk membangun hubungan dan evaluasi dan riset 

terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang 

dibutuhkan bagi social harmoni. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih 

menitik beratkaan pada pelayanan PT. PLN (Persero) area Kota Yogyakarta dalam 

memenuhi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum sesuai dengan UU no. 8 

tahun 1999.   

Skripsi yang ditulis oleh Widya Ayu Anggraeni, mahasiswa Universitas 

Mulawarman, Samarinda dengan judul ”Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Terhadap Atas Kerugian Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Oleh 

PT. PLN (Persero) Kota Samarinda”
10

, menjelaskan bahwa faktor pemadaman 

listrik penyebabnya ada beberapa hal, yaitu akibat kerusakan instalasi jaringan 

penyaluran listrik kepada pelanggan, akibat defisit daya yang dikirimkan oleh 

pembangkit listrik kepada PLN untuk didistribusikan, akibat gangguan alam. PT. 

PLN (Persero) bertanggung jawab meminta maaf dan memberikan kompensasi 

10% pemotongan biaya beban tetapi hanya berlaku jika dalam 1 minggu terdapat 

pemadaman yang berlebihan. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti lebih menitik 

beratkaan pada pelayanan PT. PLN (Persero) area Kota Yogyakarta dalam 

                                                                                                                                                               
Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta), Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
10

 Widya Ayu Anggraeni, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Atas 

Kerugian Pemadaman LIstrik Yang Dilakukan Oleh PT. PLN (Persero) Kota Samarinda, Skripsi, 

tidak diterbitkan, Universitas Mulawarman Samarinda, 2013. 
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memenuhi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum sesuai dengan UU no. 8 

tahun 1999. 

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, penulis mencoba menguraikan 

tentang tinjauan yuridis terhadap pelayanan bagi pengguna listrik PT. PLN 

(Persero) Area Kota Yogyakarta. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada 

penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, 

penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, 

dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan 

masyarakat pada umumnya.   

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Konsumen 

Menurut pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius 

menyimpulkan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan 

jasa, (uiteindelijke geruiker van goederen en diensten). Dengan 

rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukam 

pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai 

terakhir. Sedangkan pengertian konsumen menurut AZ. Nasution, 

orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum. 

Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang 

dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
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makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami 

atau manusia.
11

 

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, 

pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan 

tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 ayat (2) adalah 

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain, dan 

tidak untuk diperdagangkan.”
12

 

 

2. Pelayanan 

Pengertian pelayanan menurut American Marketing 

Association, seperti dikutip oleh Donald bahwa pelayanan pada 

dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta 

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin 

juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut 

Lovelock , pelayanan adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung 

sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya pelayanan merupakan 

produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada 

bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan 

lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. 

                                                           
11

 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 

30. 
12

 Pasal 1 Ayat (2) UUPK. 
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Menurut peraturan di Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah  

 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”.
13

 

 

3. Upaya Hukum 

Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 

tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer 

Protection), merupakan salah satu kepentingan dasar konsumen yaitu: 

“Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 

lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi 

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan mereka”.
14

 

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui 

bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan 

yaitu melalui pengadilan, dimana lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha berada di 

lingkungan peradilan umum.
15

 Pilihan yang kedua ialah di luar 

pengadilan, Undang-undang Perlindungan Konsumen hanya 

                                                           
13

 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
  
14

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 134.  

 
15

  Pasal 45 ayat (1) UUPK. 
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memperkenalkan tiga cara yang dapat ditempuh, yaitu arbitrase, 

konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian 

sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. 

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang dikehendaki 

adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah serta diharapkan 

sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya, karena 

proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan 

berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak 

lainnya.
16

  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, 

penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) studi 

kasus yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif, 

terinci dan mendalam pada PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang 

untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan 

                                                           
16

 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 234.    
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obyek penelitian oleh penulis adalah PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta. 

 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Skripsi ini dikaji secara yuridis yakni pelayanan dari PT. PLN 

(Persero) Area Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak konsumen 

sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 dan mencari keterangan secara 

lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara 

langsung yang berhubungan dengan upaya hukum bagi konsumen 

yang merasa dirugikan. 

4. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan data primer yang digunakan terdiri dari bahan-bahan 

hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan 

maupun aturan hukum yaitu Undang-undang no 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang no 30 tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, 

dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber utama.
17

 Data 

sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi dan 

artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi 

sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi 

hukum, website di internet yang membahas tentang perlindungan 

konsumen terhadap pengguna listrik di PT. PLN (Persero). 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Adalah aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan 

secara sistematis. Maksudnya, observasi atau pengamatan yang 

melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran 

penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan yang 

bersangkutan.
18

 Penulis akan melakukan pengamatan langsung 

pada kantor PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta dan 

tempat usaha mengalami kerugian atas pemadaman listrik. 

                                                           
17

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm. 85. 
18

  Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101. 
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b. Wawancara 

Merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam 

suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung secara bertatap muka (face to face).
19

 

Penulis akan melakukan secara sistematis dan dilandaskan 

kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akurat 

dan tepat. Interview yang digunakan adalah interview 

terpimpin artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka 

pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru agar 

pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi 

dibuat santai dan terarah.
20

 Dalam penelitian ini, penulis akan 

melakukan wawancara kepada narasumber diantaranya: 

1) Pelaku usaha yaitu PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta. 

2) Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). 

3) Konsumen yang menggunakan listrik pascabayar maupun 

prabayar di kalangan bisnis maupun rumah tangga.  

c. Kuisioner 

Kuisioner adalah daftar pertanyaan terstruktur dengan 

alternative jawaban yang telah tersedia sehingga responden 

                                                           
19

 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69.  

 
20

 Hadari Nawawi & M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, 

(Yogyakarta: Gajah Mada Unversiti Press, 1995), hlm. 101. 
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tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, 

sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Dalam penelitian 

survey, penggunaan kuesioner merupakan hal pokok untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai pokok 

permasalahan dan tujuan penelitian hasil kuesioner tersebut 

berupa (pilihan) jawaban dari responden harus diolah, diedit, 

dan diberi kode lalu dihitung bersama dengan kuesioner 

lainnya. Dalam laporan hasil penelitian, data dari kuesioner 

akan menjadi uraian deskriptif dan teoritis, dan akhirnya 

diperoleh kesimpulan.
21

  

Pengambilan sampling konsumen listrik PT. PLN 

(Persero) Area Kota Yogyakarta menggunakan penentuan 

anggota sampling random bertingkat (stratified random 

sampling). Pada teknik sampling ini peneliti mencoba membagi 

populasi pada tingkatan-tingkatan dalam suatu stratum yang 

homogen berdasarkan karakteristik pada tiap tingkatannya dan 

dapat diidentifikasi dalam populasi studi.
22

  

d. Dokumentasi 

Selain data yang berwujud kata dari hasil wawancara, 

seorang peneliti juga dapat mencari data yang berwujud hasil 

                                                           
21

 Ibid. 

 
22

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 202.  
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tulisan (printed), cetakan atau rekaman.
23

 Metode ini penulis 

untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan 

pelayanan konsumen bagi pengguna listrik PT. PLN (Persero) 

Area Kota Yogyakarta yang berupa data keluhan konsumen. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.
24

 Data yang telah terkumpul 

dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di 

lapangan, dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data yang 

dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, 

menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.
25

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana 

penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab, dan 

masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk 

                                                           
23

 Hadari Nawawi & M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, 

(Yogyakarta: Gajah Mada Unversiti Press, 1995), hlm. 101.  
24

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 280.  

 
25

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: 

Refika Aditama, 2012), hlm. 216.  
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rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah, rumusan masalah 

merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub bab latar belakang 

masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi 

ini. 

Bab Kedua, menjelaskan peraturan tentang tinjauan umum pelayanan 

listrik bagi konsumen yang dipaparkan dengan sub bab yaitu pertama mengenai 

pengertian konsumen dan pengertian pelayanan, sub bab kedua tentang dasar 

hukum yang terdiri dari hukum pelayanan konsumen menurut UU no. 8 tahun 

1999, hukum pelayanan listrik menurut UU no. 30 tahun 2009. Kemudian 

penjelasan mengenai prosedur pemadaman listrik dan perjanjian antara konsumen 

dan pelaku usaha. Selanjutnya, sub bab ketiga memaparkan upaya hukum 

konsumen. 

Bab Ketiga, memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan 

tinjauan umum pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta yang 

dijelaskan dengan sub bab, yakni sub bab pertama tinjauan umum PT. PLN 

(Persero) Area Kota Yogyakarta yang terdiri dari sejarah, profil umum, dasar 

hukum, struktur organisasi serta tugas dan fungsi. Kemudian sub bab kedua 

tinjauan umum konsumen pengguna listrik yang terdiri dari produk listrik dan 
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golongan tariff listrik, serta sub bab ketiga tentang tinjauan umum pelayanan 

terhadap konsumen dan sub bab keempat memaparkan praktek pemadaman listrik. 

Bab Keempat, merupakan bab pembahasan skripsi yang berisi jawaban 

dan analisis dari penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai pelayanan PT. 

PLN (Persero) Area Kota Yogykarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik. 

Kemudian diakhiri dengan pembahasan upaya hukum konsumen yang telah 

dirugikan dengan adanya pemadaman listrik PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogykarta.   

Bab Kelima, merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup, yang memuat 

kesimpulan atas jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini, dan ditutup dengan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak 

yang dianggap berkepentingan dengan persoalan pemadaman listrik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang analisis yuridis tentang pelayanan 

konsumen pada PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta terhadap pemadaman 

listrik di Area Kota Yogyakarta di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen 

dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai dengan UU no. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU no. 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan dan peraturan kerja yang sesuai standar operasional 

prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengumuman juga telah di informasikan 

ke konsumen sebelum pemadaman melalui media sosial, media elektronik 

maupun media cetak. Akan tetapi dari pihak konsumen kurang berperan 

aktif untuk mendapatkan hak dan kewajibannya karena tingkat kesadaran 

dan pengetahuan konsumen masih rendah. Apabila ada keluhan pemadaman 

listrik konsumen juga kurang memanfaatkan sarana-sarana informasi yang 

telah disediakan guna memperoleh informasi yang benar dan jelas, sehingga 

konsumen masih merasa dirugikan. 

2.  Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Pasal 47-48 UU No. 8 Tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen dibedakan menjadi penyelesaian di 
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luar pengadilan dan penyelesaian di pengadilan. Dari hasil penelitian di PT. 

PLN (Persero) Area Yogyakarta belum ada masalah yang sampai ke ranah 

pengadilan karena jika terjadi permasalahan konsumen memilih untuk 

langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN (Persero) Area Kota 

Yogyakarta. Selain itu, konsumen juga belum pernah melakukan upaya 

hukum ke Lembaga Konsumen Yogyakarta karena tingkat pengetahuan 

konsumen masih rendah. 

Selama ini, berdasarkan wawancara yang didapat penulis, apabila ada pihak 

konsumen yang masih merasa belum puas dengan cara damai dan ingin 

membawa perkara ke pengadilan, pihak PT. PLN (Persero) Area 

Yogyakarta dapat melayani secara terbuka dengan mencari bukti-bukti yang 

jelas. Namun, sampai saat ini belum ada permasalahan yang sampai ke meja 

pengadilan karena setiap permasalahan dapat diselesaikan secara damai 

serta dapat memenuhi kepuasan pelayanan untuk konsumen.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan 

saran mengenai masalah terkait sebagai berikut: 

1. Sebagai pelaku usaha dibidang penyedia tenaga listrik, PT. PLN (Persero) 

Area Kota Yogyakarta sebaiknya memberikan pelayanan yang maksimal 

serta dapat memenuhi hak dan kewajiban konsumen agar tidak ada lagi 

keluhan pemadaman listrik dari para pengguna listrik. 
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2. Konsumen perlu adanya peran aktif untuk memperoleh hak atas informasi 

yang benar, jelas dan jujur serta hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti 

rugi dari perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pelaku usaha maupun 

pihak konsumen.  

3. Sebaiknya pemerintah lebih aktif melakukan upaya pendidikan serta 

pembinaan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai 

konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk berproduksi secara 

berkualitas.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pelaksanaan wawancara  

Tanggal  :  

Pukul   :  

Tempat  :  

Pertanyaan: 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab pemadaman listrik? 

2. Apakah ada pemberitahuan/informasi dari PT PLN kepada pelanggan sebelum terjadi 

pemadaman listrik? 

3. Bagaimana cara penyebaran informasi tentang rencana pemadaman listrik dari PT. PLN 

kepada masyarakat?  

4. Pemberitahuan pemadamann dari PT. PLN diterima berapa hari menjelang pemadaman 

listrik?  

5. Kendala apa yang dihadapi PT PLN dalam menyampaikan pemberitahuan/informasi 

tersebut? 

6. Bagaimana prosedur dari PT PLN dalam pelaksanaan pemadaman? 

7. Kendala apa yang dihadapi PT PLN dalam melaksanakan prosedur tersebut? 

8. Apakah pernah ada keluhan dari pelanggan listrik tentang diadakannya pemadaman? 

9. Bagaimana prosedur PT. PLN dalam menanggapi keluhan pelanggan? 

10. Apakah ada perjanjian/kontrak jual beli listrik antara PT PLN dengan konsumen? 

11. Seperti apa hubungan antara PT PLN dengan konsumen? 



12. Apakah jika terjadi pemadaman listrik konsumen mendapatkan kompensasi atau ganti 

rugi? 

13. Apakah pernah ada konsumen yang melakukan upaya hukum kepada pihak PT PLN 

(Persero)? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PENELITIAN 

No. Responden :  (diisi oleh peneliti) 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  :  P  /  L 

Pekerjaan  : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah Anda puas terhadap pelayanan PT PLN (Persero) Kota Yogyakarta? 

a. Ya       b. Tidak 

2. Apakah Anda merasa dirugikan jika terjadi pemadaman? 

a. Ya       b. Tidak 

3. Apakah jika terjadi pemadaman, Anda pernah komplain ke PT PLN (Persero)? 

a. Ya       b. Tidak 

4. Apakah Anda mendapatkan informasi dari pihak PT PLN (Persero) sebelum terjadi 

pemadaman? 

a. Ya       b. Tidak 

5. Apakah alasan pemadaman listrik menurut Anda sudah jelas dan tepat? 

a. Ya       b. Tidak 

6. Apakah pernah terjadi pemadaman listrik tanpa alasan dari pihak PT PLN (Persero)? 

a. Ya       b. Tidak  

 

7. Apakah jika terjadi pemadaman, Anda pernah melakukan upaya hukum? 

a. Ya       b. Tidak 

8. Apakah jika terjadi pemadaman, Anda pernah ke Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI)? 

a. Ya       b. Tidak 

9. Apakah Anda pernah mengajukan ganti rugi kepada pihak PT PLN (Persero) jika 

terjadi pemadaman? 

a. Ya       b. Tidak 



10. Apakah Anda pernah mendapatkan kompensasi pembayaran listrik dari PT PLN 

(Persero) jika terjadi pemadaman? 

a. Ya       b. Tidak 
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